
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4286); 

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purworcjo Tahun Anggaran 2013, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• • 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 53 TAHUN 2012 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINANJ 



5. Undang-Undang Nornor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 ); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tent.ang 
Perubahan Ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistern lnformasi Keuangan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kincrja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidika.n (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864); 

• • 



20. Peraturan Pemerinlah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor l 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerinlah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 I I 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerinlah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5275); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
tera.khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
201 I tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanje Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri 
Dalam Negcri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberien Hibah dan Bantuan Sosial dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
20 I 2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun Anggaran 2013; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

\ 
\ 



Rp. l.201.331.162.153,00 Jumlah Pendapatan 
Rp. 216.222.987.960.00 

Rp. 109.487.990.211,00 
Rp. 875.620.183.982,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013 terdiri atas: 

l. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan daerah 

yang Sah 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI TENTANO PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2008 Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

3 I. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Oaerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2010 Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2011-2015 [Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 201 l Nomor 2); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan {Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 
Tahun 20 I 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 
17); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pu.rworejo Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2013 Nomor 18); 



\ • 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam PasaJ I 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, 

PasaJ 3 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tereantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, 

PasaJ 2 

0,00 
Sisa Lebih Pcmbiayaan Anggaran 
tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 

Jumlah Pcmbiayaan Netto 

b. Pengeluaran 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

Jumlah Belanja Langsung 

Rp. 40.712.534.650,00 
Rp. 140.325.153.119,00 
Rp. 164.192.111.875,00 

Rp. 345.229.799.644,00 

Rp. l.258.565.586.800,00 

Rp. (57.234.424.647,00) 

Rp. 63.697.424.647,00 

Ro. 6.463,000.000,00 

Rp. 57.234.424.647,00 

Jumlah Belanja 

Surplus /(Defisit) 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah BelanjaTidak Langsung Rp. 913.335.787.156,00 

Rp. 54.533.717.460,00 
Rp. 14.888.018.696,00 

Rp. 819.010.786.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 12.608.265,00 
Rp. 8.695.000.000,00 
Rp. 3.600.000.000,00 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2} Belanja Sunga 
3) Belanja Hibah 
4) Bclanja Bantuan Sosial 
5) Belanja Bagi HasiJ 
6) Belanja Bantuan 

Keuangan 
7) Belanja Ttdak Terduga 



Ditetapkan di Purworeio 
pada tanggal 29 Desember 2012 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

MAHSUNZAIN 
Diundangkan di Purworcio 
pada tanggal 29 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

Ttxl. 

TRI HANDOYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWORF.JO 
TAHUN 2012 NOMOR 53 SERI A NOMOR 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2013. 

Pasal 7 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peru.ndang-undangan. 

Pasal 6 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan 
Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 5 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan 
bantuan sosial yang terdapat dalam Bclanja Tidak Langsung dan 
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal l dirinei lebih 
lanjut dalam Lampiran m dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 



I 

r 

I ( 

MW& JI 

• 
PEMERIHTAH KABUPATEN PURWOREJO 
RINGKASAN PENJABARAN APBD 

TAHUN-,,.2013 

MOMOR UlAWI JUMIAH 
URUT 

1 2 3 

1 PENDAPATAH 1,201.331.162,153,00 

I. I PENDAPATAN ASU DAER.AH 109 .• 87.990.221,00 

I , 1 , l Pendapatan Pajak - 29.0)9,915.000,00 
I. I. 2 HaSil~Daerah 14.628.619.211,00 

I. I. 3 Hasi1 ~ .. ""' ..... ---- 
),928.400.000,00 

1 . 1 . 4 Lain·lain Pendapatan A5li ea«an yang 5al'l 61.891.056.000,00 

I. 2 DANA PEIUM.BA.NGAN 875,620.183.982.00 
L . 

1 . 2. I Bagi Hasil Pajal;/Bagi Hd 8Lb\ Pa)* 28.392. '18<. 982.00 
I. 2 2 DJn.t AJob$i Unum 793.904.679.000,00 
I. 2 .3 Dana Alokasi Khusus 53.323.020.000,00 . 
I.) l.AIN-WN PENOAPATAH DAERAH YANG $AH 216.222.987.960.00 

1.3.3 O.n1 &og; ..... Pajak dan- din - - i.-ya 3$.007.36).960,00 
1 , 3." Dona Pen-dan~- 155.803.538.000,00 
I.). 5 Bantuan Keuangan dlir1 Prow"5li MalU ~ Dltrlh LaiMyl 22.<12.086.000,00 

2 Ill.ANJA l.258.565.58U00,00 

2, I lfL.AN)A ffDAK t.ANGSUNG 91),3)5,787.156,00 

2, 1, 1 Bt4onjl-wll 819.010.786.000,00 
2. r , 4 Belan.)I Hiblh 12.608.265.000,00 
2. I. 5 Belonjl -- Sowl 

8.695.000.000,00 
2. I. 6 S.lonjl lllgl Hl<il 3.600.000.000.00 
2. I. 7 Bcl1njl 81ntulf'I KNlfl9I" S,,,533. 717.<60,00 
2, 1 .8 Bcl1o)t Tldak T .. dl.90 1<.1188 018.696,00 

2. 2 HIANJA IANGSUNG J<S.229.799.6«,00 

2. 2. 1 BelMiJll'eglwlO <0.712.53<.650,00 
2. 2. 2 BelinJ• 8¥009 dan llv 1<0.325.153.119,00 
2.2.3 8ellft)I Modal 164.192.I I l.87S,OO 

SURPlUS / (DtFlSIT) (57.23<.424.6<7,00) 

3 PfMIIAYAA.N DAER.AH 

). 1 PENf.lllNAAH PEMIIAVMN OAElt.AH 63.697.<1<.6<7,00 

3 . 1 . l Sisal ___ _..T....,.._..,set>ol..,,..,.,. 63.697.424.6<7,00 
),2 PENGRUAA.AN PEMIIAYAAN DAERAH 6.<63.000.000,00 

s. 2. I Pembentukan 00.. ~ 2.000.000,000,00 
) . 2. 2 PenyMaanModal(_) __ 4.<63.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO 57.23<.42<.6<7.00 

StSA LESIH P£MIIAVAAN ANGGARAN TAHUN HRKENAAN 0.00 

Pu.-eJo, 29 Des ember 2012 
8UPATI PURWORUO 

Ttd. 

HAHSUNWN 

LAMPlltAN I: HRATUMN BUPATI PURWOftDO 
NOMOR: 53 TAHUN 2012 
TlHTANG 
PI.NJAIARAN AP&O KAIUPAT(N PURWORDO 
TAHUN ANGGARAN 2013 



.. 

KOOE UIIAIAN JUMUH PEHJELASAN 
ll(K[NJNG 

l 2 3 • 
2.07. 2.06.01 • 20. 01 • 5 • 2 . 2. 11 02 Be11nJa makanon din.....,,.,,,_ J.160.000,00 
2.07. 2.06.01 • 20. 01 • 5 . 2. 2 15 -Jo Perjlllnw, 0Ns B 070 000,00 
2.07. 2.06.01 • 20 01 . 5. 2. 2. 15 01 llelanjo l*)llan,n--- J.070 000,00 
2.07. 2.06.01 • 20 01 5.2.2.15 02 -...~--- 5000000.00 
2.07 . 2.06.01 • 20. 01 . 5. 2. 2. 23 -... 8nnO YangAa,-!Ccpada _,.. __ l(er,gi 71.550.000.00 
2.07 . 2.06.0l • 20. 01 • 5. 2. 2. 23. 01 Belonja llarq Yang ....... - ltopada Ma<ylnl<at 71.SS0.000,00 

SURPLUS I (OEFJSIT) (19.720.475,:ZW,OO) 

""'-*• 29 Duemkr 2012 
-ATIPURWOIIUO 

Ttd. 

MAHSUNZAIN 

P{~e,,111,H AIIO /."' " OIM$~411M11-IIDK."4SI -·20 


